PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN AGEH TAMIANG
NOMOR : 4 TAHUN 2006

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang ¢ a  bahwa untuk menindak lanjuli Peraturan Pemeriniah
Nomor 28 Tahun 2005 lenlang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Polltik, maka perlu ditinjau Peraturan
Bupati Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2005 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partal Politik Kabupaten
Aceh Tamiang selanjulnya diatur dan ditetapkan kemball
Bantuan Kevangan kepada Partat Politik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada hurut a, periu menetapkan Qanun
tentang Bantuan Keuangan Kepada Panai Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomar 28 Tahun 1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Mepatisme {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1899 Nomar 75, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 3851 %
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Undang-Undang Nemor 18 Tahun 2001 ientang Otoromi
Khusus bagi Propinsi Daorzh Istimewa Aceh sebagai
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor
4134);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4178);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai
Palitik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Megara Repubiik
Indonesia Nomor 4251);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah; (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tafiun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4277);

Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik fndo-
nesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan L.embaran
Negara Republik Indonesla Nomar 4286);

Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4355);
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8.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Per n Peraturan P Undangan
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004

~Nomor §3, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tah\mcﬁ)4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesta Nomior 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Pacaturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahurg 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor 4493)
vang tefah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor
8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548}; :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Kevangan antara Pernerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomar 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagal Daerah Otonom {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indenesia Nomar 3852);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang
Bantuan Keuangan pada Partai Politik (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62,
Tambanhan | embaran Megara Repubik indonesia Nomar
4513),
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13. Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2005
tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan
Pengguraan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;' QAMNUN TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK

BABI
KETENTUAN UMUIM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
" 1.  Daerah adalah Daerah Aceh Tamiang;

2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsu
penyelenggara Pemerintah Daerak;

3. Bupatiadalah Bupati Aceh Tamiang;
4, Wakil Bupali adalah Wakil Bupall Aceh Tamiang;

5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perindungan Masyarakat adalah Kanto
Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang

B.  Kepala Kanlor Kesaluan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepal
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Acet
Tamiang;
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(4)

Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk-uang yang diberikan oleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepdda Partai Polifik yang
mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah Dewan Pemakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

Partai Polifik adalah Partai Politik yang mendapat kursidi lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang hasit pemitu Tahun 2004.

) BABII
P AN BANTUAN N

Pasal 2

Untuk membantu kegiatan dan kek i :
Partai Politik, Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada Partal
Politik.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
partai politik hasil pemilu Tahun 2004

Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayal
(2} diberikan kepada Parlai Politik yang mendapat kursi i lembaga Dewan
Perwakilan Rakyat setiap tahun anggaran.

Besamya bantuan keuangan kepada partai palitik sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pﬁndapalan dan
Belanja Daerah (APBD).

Bantuan keuangan kepada Pariai Politik yang mendapat kursi di DPRD

Kabupaten Aceh Tamiang tidak melebihi bantuan keuangan yang mbenkan
kepada Partai Folitik tingkat Provinsi,
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Besarnya bantuan kepada Partal Politik yang mendapat kursi di Lembaga
Dewan Perwakitan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, untuk setiap

. kursi ditetapkan sebesar Ap. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

pertahun.

B bantuan i diatur dalam Pasal 2 ayal (6]
dapat diubah seliap tahun anggaran dan perubahannya ditetapkan dengar
Peraturan Bupali, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal3

! % Anggaran bantuan keuangan kepada Partal Poliik tingkal Kabupaten disampaikar
oleh Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturar
Perundang-Undangan yang berlaku.
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BAB (Il
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal &

Pengajuan bantuan keuangan tingkat Kabupaten disampaikan secara tertuli
oleh Dewan Pimpinan Dasrah Partai Politik ditingkat Kabupaten atau sebutar
lainnya yang sah kepada Bupall
Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayal (1
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris,
Pengajuan bantuan keuangan sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) haru:
diléngkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemiihan Umum (KPU
Daerah Kabupaten.
d BAB IV
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politk tingkat kabupaten dilakuka:
oleh Bupali atau Pejabal yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebuta
lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.
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BAB V
LAPORAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6
i
Laporan pengunaan bantuan keuangan kepada Partal Politik ingkat kabupaten
disampaikan kepada Bupall setelah diaudit berdasarkan Pemiuran Perundang-
Undangan yang beriaku,

BABVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

(1) Halkhal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai
Peraturan pelaksanaan akan diatur dengan Perauturan Bupati

(2) Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor
16 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan pada Parfai Politlk Kabupaten
Aceh Tamiang dan segala ketenluan yang berlentangan dengan Qanun ini
dicabut dan dinyatakan tidak beraku lagi
Pasal 8

Qanun ini mulai bedaku pada tanggal diundangkan.
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. Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Ganun in
dengan penempatannya dalam Lombaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang

Diundangkan di Karang Baru

Pada tanggal 12 Mei
14 Rabiul Awal

SEKRETARIS DAERAH

Ditetapkan di Karang Baru
Padatanggal 12___Mel 20081
14 Rabiul Awal 1427+
Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,
2008 M
1427TH

}—\—

'"AHBUDDIN USMAN

KABUPATEN ACEH TAMIANG,

4

MARZUKL AR
L2

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2005 NOMOR 4t
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